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BAB III  

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Kegiatan magang berlangsung di PT Ofisi Prima Konsultindo, tepatnya berada 

di AKR Tower Jl. Panjang No.5 11, RT.11/RW.10, Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat. 

Dalam kegiatan magang yang saya lakukan, saya ditempatkan di divisi tax 

compliance yang berfokus pada jasa perpajakan dan sistem akuntansi. Proses 

pelaksanaan magang di PT Ofisi Prima Konsultindo berlangsung dari 6 Januari 

2025 hingga 6 Mei 2025. Selama magang berlangsung, saya berada di bawah 

bimbingan Ibu Reni Musdalipa selaku tax specialist di PT. Ofisi Prima Konsultindo 

dan karyawan lainnya.  

3.2 Tugas dan Uraian Kerja Magang 

Selama melaksanakan kegiatan magang di PT Ofisi Prima Konsultindo, penulis 

terlibat dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan divisi tax compliance 

dan accounting. Adapun uraian tugas yang telah dilaksanakan selama periode 

magang adalah sebagai berikut: 

1. PT. T 

A. Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) 21  

Menghitung PPh 21 merupakan proses perhitungan pajak penghasilan yang 

dilakukan untuk periode tertentu berdasarkan gaji, tunjangan, dan bentuk 

penghasilan lainnya yang diberi pemberi kerja dan diterima oleh karyawan. Tujuan 

menghitung PPh 21 adalah memastikan perhitungan pajak yang dilakukan sudah 

benar sebelum dipindahkan ke dalam Coretax untuk menghasilkan bukti potong. 

Dokumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas ini adalah rekapan gaji, iuran 

BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, format rekap serta format perhitungan 

PPh 21 yang didapat dari mentor. Perhitungan PPh 21 dilakukan untuk 2 orang 

karyawan PT T Berikut tahapan dalam mengerjakan perhitungan PPh 21 bagi 

karyawan tetap di bulan Februari 2025: 
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a. Menerima rekapan gaji bulan Februari  

 

Gambar 3. 1 Rekap Gaji 

Berdasarkan Gambar 3.1, diketahui karyawan dengan nama Nusa menjabat posisi 

operasional di kantor cabang Jakarta memiliki nomor account 1500000000001, 

dengan gaji sebesar Rp5.428.853, dan tunjangan jabatan sebesar Rp1.500.000. 

Selain itu, terdapat karyawan dengan nama Rara yang menjabat sebagai sales 

manager dengan gaji sebesar Rp30.000.000 serta menerima tunjangan transport 

sebesar Rp2.000.000. 

b. Menerima rekapan BPJS Ketenagakerjaan bulan Februari  

 

Gambar 3. 2 Rekap BPJS Ketenagakerjaan 

Berdasarkan Gambar 3.2, diketahui tenaga kerja dengan nama Nusa memiliki 

nomor Kartu Pekerja Jamsostek (KPJ) 10.000.000.001, dengan data upah (gaji) 

sebesar Rp5.428.853, iuran JKK sebesar Rp13.029, dan iuran JKM sebesar  

Rp16.283. Dikarenakan Nusa bekerja di bagian operasional, PT T memberikan 

iuran BPJS Ketenagakerjaan tiap bulannya sebagai bentuk perlindungan terhadap 

risiko kerja yang mungkin dihadapi selama menjalankan tugas. 
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c. Menerima rekapan BPJS Kesehatan bulan Februari 

 

Gambar 3. 3 Dokumen BPJS Kesehatan 

Berdasarkan Gambar 3.3, diketahui karyawan dengan nama Nusa memiliki Nomor 

Induk Kependudukan (NIK) 0XXXXXXXXXXXXXXX memperoleh gaji sebesar 

Rp5.428.853 dengan tunjangan tetap sebesar Rp1.500.000, sehingga total gaji yang 

diterima sebesar Rp6.928.853. Gaji tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan 

iuran BPJS Kesehatan, dengan jumlah iuran BPJS Kesehatan setelah dikali 4% sebesar 

Rp277.154. 

d. Menerima format rekap dalam bentuk Ms. Excel 

 

Gambar 3. 4 File Rekap 

Berdasarkan Gambar 3.4, format rekap berisi nama yang telah terisi, gapok (gaji), 

tunjangan jabatan, tunjangan transport, total tunjangan pegawai, JKK, JKM, BPJS 

Kesehatan, total premi, total keseluruhan, dan penghasilan bruto. 

e. Melakukan perhitungan bruto  

 

Gambar 3. 5 Perhitungan Bruto Bulan Februari  
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Berdasarkan Gambar 3.5, untuk menghasilkan perhitungan bruto perlu dilengkapi 

dengan dokumen rekap gaji, iuran BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan 

pada Gambar 3.1, 3.2, serta 3.3 sebagai berikut: 

1. Mengisi gaji pokok sebesar Rp5.428.853, dengan tambahan tunjangan 

jabatan sebesar Rp1.500.000. 

2. Mengisi iuran JKK sebesar Rp13.029 dan JKM Rp16.283. 

3. Mengisi BPJS Kesehatan sebesar Rp277.154, sehingga total penghasilan 

bruto mencapai Rp7.235.319.  

f. Menerima format perhitungan PPh 21 bulan Februari  

 

Gambar 3. 6 Format Perhitungan PPh 21 

Berdasarkan Gambar 3.6 diketahui format perhitungan PPh 21 yang telah terisi 

adalah NPWP 15 digit, NPWP 16 digit (yang dibuat oleh kantor tempat magang 

dengan tujuan proses penginputan ke dalam Coretax), nama pegawai, Penghasilan 

Tidak Kena Pajak (PTKP), dan TER A/B/C sejak diterimanya format perhitungan. 

Adapun bagian yang perlu diisi untuk melengkapi Gambar 3.6 diantaranya, gaji, 

tunjangan lainnya, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan jumlah 

penghasilan bruto. Sementara itu, untuk persentase TER A/B/C akan terisi secara 

otomatis setelah bagian dari kolom penghasilan bruto diisi. 

g. Menerima dokumen tambahan persentase TER B 

 

Gambar 3. 7 Kategori Persentase TER B 
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Berdasarkan Gambar 3.7, kategori persentase TER B untuk pegawai Nusa dengan 

penghasilan bruto Rp6.850.001 sampai Rp7.300.000 mempunyai persentase 

sebesar 0,75%, sedangkan pegawai Rara dengan penghasilan bruto Rp31.450.001 

sampai Rp33.950.000 mempunyai persentase sebesar 13%. 

h. Melakukan perhitungan PPh 21 

Berikut perhitungan PPh 21 untuk bulan Februari: 

 

 

Gambar 3. 8 Perhitungan PPh 21 bulan Februari 

Berdasarkan Gambar 3.8, perhitungan PPh 21 diisi sesuai dengan dokumen format 

perhitungan bruto pada Gambar 3.5 sebagai berikut: 

1. Mengisi gaji sebesar Rp5.428.853. 

2. Mengisi tunjangan lainnya sebesar Rp1.500.000 

3. Mengisi premi asuransi yang dibayar pemberi kerja sebesar Rp306.466. 

4. Mengisi jumlah penghasilan bruto sebesar Rp7.235.319 

Di bulan Februari 2025, status PTKP untuk kedua pegawai tetap yaitu K/2 yang 

artinya, Nusa dan Rara sudah kawin dan mempunyai 2 tanggungan, sehingga 

persentase TER B untuk nusa sebesar 0,75% dan Rara sebesar 13%. Maka dari itu, 

dapat diperoleh PPh 21 sebulan dari hasil perkalian jumlah penghasilan bruto 

dengan persentase TER B untuk Nusa sebesar Rp54.265 (Rp7.235.319 x 0,75%) 

dan Rara sebesar Rp4.160.000 (Rp32.000.000 x 13%). 
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i. Setelah pekerjaan selesai, dokumen perhitungan PPh 21 diberikan kepada mentor 

untuk di-review terlebih dahulu. Dokumen selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 7.  

2. PT Hoya 

A. Membuat Buku Besar Rinci untuk Akun Pembelian 

Membuat buku besar rinci untuk akun pembelian merupakan proses merekap 

pembelian perusahaan ke dalam software Accurate berdasarkan jumlah kuantitas 

dan harga barang yang dibeli dalam satu transaksi. Tujuan membuat buku besar 

rinci akun pembelian adalah untuk mencatat seluruh pembelian perusahaan 

perbulan, yang akan tersaji dalam buku besar rinci dan berpengaruh terhadap akun 

persediaan dalam laporan neraca. Selain itu, membuat buku besar rinci akun 

pembelian juga digunakan untuk pelaporan persediaan di lampiran 8A-6 SPT 

Badan. Dokumen yang diperlukan untuk menyusun proses ini adalah database 

laporan keuangan perusahaan klien dan softcopy nota pembelian yang didapat dari 

mentor. Penyusunan buku besar rinci akun pembelian dilakukan dari bulan 

Oktober-Desember 2024. Berikut tahapan dalam membuat buku besar rinci akun 

pembelian dengan contoh di bulan November 2024: 

a) Menerima soft copy bon pembelian 

 

Gambar 3. 9 Softcopy Bon Pembelian 
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Berdasarkan Gambar 3.9, pada tanggal 1 November 2024, PT Hoya melakukan 

pembelian besi tua sebanyak 1.780 unit dengan harga satuan sebesar Rp2.950, 

sehingga total pembelian mencapai Rp5.251.000 (Rp2.950 x 1.780). 

b) Berikut proses pengisian nota pembelian ke dalam aplikasi Accurate: 

1. Masuk ke dalam aplikasi Accurate, lalu pilih gambar file manager [1]. 

 

Gambar 3. 10 Halaman Awal Accurate 

2. Pilih kategori “Lokal” [2] pada halaman database, lalu masukkan dokumen 

database [3] yang diberi dari mentor. 

 

Gambar 3. 11 Halaman Awal Database 

3. Masukkan “Kata Kunci” [4] pada halaman daftar sesuai dengan nama 

pengguna. 

 

Gambar 3. 12 Halaman Daftar 
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4. Setelah masuk ke halaman utama Accurate, klik “Daftar” [5] lalu pilih 

“Pembelian” [6] dengan kategori “Faktur Pembelian” [7]. 

 

Gambar 3. 13 Halaman Utama Accurate 

5. Halaman selanjutnya akan menampilkan laman kosong bagian menu faktur 

pembelian. Klik “Baru” [9] untuk membuat faktur pembelian. 

 

Gambar 3. 14 Laman Utama Menu Faktur Pembelian 

6. Setelah klik “Baru”, akan muncul tampilan seperti berikut: 
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Gambar 3. 15 Halaman Faktur Pembelian 

Berdasarkan Gambar 3.15, halaman faktur pembelian diisi berdasarkan 

softcopy pembelian pada Gambar 3.9, sebagai berikut: 

a. Mengisi kolom “Vendor” [10] dengan “Pemasok Umum” karena 

transaksi pembelian jenis besi tua berasal dari satu pihak yang sama.  

b. Mengisi kolom “Form No” [11] dan “Invoice No” [12] dengan kode 

yang sama, yaitu “JP/PTH/24/11/001” yang diberikan oleh mentor 

sebagai pembeda dengan bon lainnya, dikarenakan transaksi pembelian 

pada bon ini tidak terdapat nomor dokumen.  

c. Mengisi “Invoice Date” [13] dan “Ship Date” [14] sesuai dengan 

dengan softcopy bon pembelian pada Gambar 3.9 yaitu 1 November 

2024.  

d. Mengisi kolom “Item” [15] dengan kode 012 atau pilih nama barang 

“besi tua” yang sudah terhubung secara otomatis dengan kolom 

description.  

e. Masukkan jumlah “Quantity” [16] sebanyak 1.780 unit dan “Unit 

Price” [17] sebesar Rp2.950, sehingga jumlah pembelian senilai 

Rp5.251.000 (Rp2.950 x 1.780). 

f. Setelah itu, klik “Simpan & Baru” [18] untuk melanjutkan proses 

pembuatan faktur pembelian. 



 

 

72 
Laporan Kerja Magang…, Martiza Febriani, Universitas Multimedia Nusantara 

 

7. Untuk melihat transaksi pembelian yang telah dibuat masuk ke dalam buku 

besar rinci, klik “Laporan” [19], lalu “Daftar Laporan” [20]. 

 

Gambar 3. 16 Halaman Utama Accurate 

8. Klik “Neraca (Multi Periode)” [21] pada detail laporan. 

 

Gambar 3. 17 Halaman Utama Submenu Daftar Laporan 

9. Pada report format, pilih sub menu kolom dan filter untuk memfilter tanggal 

transaksi pembelian yang sudah ter-input, yaitu “Dari Periode 11-2024 

sampai Periode 12-2024” [12]. Selanjutnya, klik “Ok” [23] untuk membuka 

laporan Neraca (Multi Periode). 

 

Gambar 3. 18 Laman Filter Format Laporan Neraca 
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10. Pada laman utama laporan Neraca (Multi Periode), pilih “Persediaan Bahan 

Baku” [24] untuk melihat transaksi pembelian yang sudah ter-input. 

 

Gambar 3. 19 Laman Utama Laporan Neraca 

11. Berikut tampilan transaksi pembelian yang telah terinput: 

 

Gambar 3. 20 Laman Buku Besar Rinci Persediaan Bahan Baku 

Berdasarkan Gambar 3.20, pada laman buku besar - rinci, di tanggal 1 

November 2024, tercatat transaksi yang bersumber dari faktur pembelian 

dengan nomor sumber JP/PTH/24/11/001, mempunyai keterangan 

(Pemasok Umum) Faktur Pembelian: JP/PTH/24/11/001, nilai debit sebesar 

Rp5.251.000, dan jumlah pembelian untuk transaksi pertama di tanggal 1 

November 2024 sebesar Rp3.622.277.004,28. 

12. Lanjutkan cara yang sama untuk membuat buku besar rinci akun pembelian 

di bulan Oktober-Desember 2024. Total transaksi pembelian persedian yang 

di-input sebanyak (item) 

 

13. Setelah selesai, pekerjaan ini akan diberikan kepada mentor untuk di-review 

kembali. Dokumen selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 8. 
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3. PT K 

A. Membuat Efaktur PPN 

Membuat Efaktur PPN merupakan proses pembuatan faktur pajak elektronik untuk 

periode tertentu berdasarkan nilai penjualan, yang nantinya akan dihitung kembali 

untuk memperoleh Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai lain pada kode pajak 

tertentu, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tujuan membuat Efaktur PPN 

adalah untuk memudahkan pelaporan faktur pajak. Dalam proses penerbitan 

pelaporan faktur pajak, wajib pajak perlu menggunakan passphrase atau kata sandi 

untuk mendapatkan status approved. Dokumen yang diperlukan untuk melakukan 

tugas ini adalah rekapan Efaktur pajak, NPWP, dan password Coretax PT K yang 

didapat dari mentor. Kegiatan membuat Efaktur PPN dilakukan sebanyak 7 

transaksi di bulan Februari 2025. Berikut langkah-langkah dalam membuat Efaktur 

PPN: 

a) Menerima rekapan permintaan pembuatan Efaktur pajak  

 

 
 



 

 

75 
Laporan Kerja Magang…, Martiza Febriani, Universitas Multimedia Nusantara 

 

 

Gambar 3. 21 Rekapan Permintaan Faktur Pajak 

Berdasarkan Gambar 3.21, diketahui PT K mempunyai transaksi penyerahan 

barang kepada PT Z yang memiliki nomor NPWP 0300000000000000 dan 

beralamat di Jl. Abc, Tangerang. Transaksi tersebut dilakukan pada tanggal 28 

Februari 2025, dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp9.000.000 

dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp990.000 (Rp9.000.000 x 11%). 

b) Membuat Efaktur pajak ke dalam Coretax sebagai berikut: 

1. Buka https://coretaxdjp.pajak.go.id/ di browser. 

2. Isi “ID Pengguna” [1] berupa NPWP. 

3. Isikan “Kata Sandi [2] yang telah diberi mentor. 

4. Masukkan “Captcha” [3] yang telah muncul di laman awal Coretax. 

5. Lalu, klik “Login” [4]. 

 

Gambar 3. 22 Tampilan Awal Coretax 

6. Kemudian, pilih “e-Faktur” [5] pada menu tampilan utama Coretax. 

https://coretaxdjp.pajak.go.id/
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Gambar 3. 23 Tampilan Utama Menu Coretax 

7. Setelah masuk ke laman e-Faktur, pilih submenu “Pajak Keluaran” [6], 

lalu klik “Buat Faktur” [7]. 

 

Gambar 3. 24 Tampilan Awal Submenu Pajak Keluaran 

Berdasarkan Gambar 3.24, pemilihan submenu “Pajak Keluaran” [6] dilakukan 

karena transaksi yang akan dibuat merupakan transaksi penjualan dari PT K ke PT 

Z. 

 

8. Setelah klik “Buat Faktur” [7], akan muncul tampilan sebagai berikut: 

 

Gambar 3. 25 Form Faktur Pajak Keluaran 



 

 

77 
Laporan Kerja Magang…, Martiza Febriani, Universitas Multimedia Nusantara 

 

Berdasarkan Gambar 3.25, form faktur pajak keluaran bagian dokumen 

transaksi diisi berdasarkan komponen yang ada pada rekapan permintaan faktur 

pajak Gambar 3.21, sebagai berikut: 

a. Pada “Kode Transaksi” [8], masukkan kode 04 - DPP Nilai Lain. Kode 

faktur pajak 04 digunakkan untuk transaksi yang termasuk Barang Kena 

Pajak (BKP) yang PPN-nya dipungut oleh penjual.  

b. Pada “Tanggal Faktur” [9], isi kolom sesuai dengan rekapan pada 

Gambar 3.21 yaitu 28 Februari 2025.  

c. Untuk kolom jenis faktur, masa pajak, tahun, dan alamat akan terisi 

secara otomatis berdasarkan pengaturan yang telah dibuat oleh mentor. 

Sedangkan, kolom IDTKU terisi secara otomatis berdasarkan sistem 

Coretax. Meskipun secara otomatis telah terisi, pastikan kode IDTKU 

berkode 000000, yang menandakan bahwa transaksi tersebut dilakukan 

untuk perusahaan pusat.  

 

9. Setelah mengisi form faktur pajak keluaran bagian dokumen transaksi, isi 

bagian form faktur pajak keluaran bagian informasi pembeli dengan 

tampilan sebagai berikut:  

 

Gambar 3. 26 Form Faktur Pajak Keluaran 

Berdasarkan Gambar 3.26, form faktur pajak keluaran bagian informasi 

pembeli diisi berdasarkan komponen yang ada pada rekapan permintaan faktur 

pajak Gambar 3.21, sebagai berikut: 
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a. Pada kolom “NPWP” [10], isi nomor NPWP dengan nomor 

0300000000000000. Setelah nomor NPWP terintegrasi Coretax, kolom 

nama, alamat, IDTKU, dan Email akan terisi secara otomatis. 

b. Pada kolom “IDTKU” [11], pilih kode 000000, yang artinya transaksi 

pembelian tersebut dilakukan dengan perusahaan pusat. 

 

10.  Setelah mengisi form faktur pajak keluaran bagian informasi pembeli, klik 

“Tambah Transaksi” [12] pada bagian detail transaksi. 

 

Gambar 3. 27 Form Faktur Pajak Keluaran 

11. Setelah klik “Tambah Transaksi” [12], akan muncul tampilan sebagai 

berikut: 
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Gambar 3. 28 Form Faktur Pajak Keluaran 

Berdasarkan Gambar 3.28, bagian detail transaksi diisi berdasarkan komponen 

yang ada pada rekapan permintaan faktur pajak Gambar 3.21, sebagai berikut: 

a. Pada “Tipe” transaksi [13], pilih tipe jasa dikarenakan transaksi ini 

termasuk ke dalam ekspedisi. 

b. Pada “Kode” transaksi [14], pilih kode 000000 -  Jasa, yang akan terhubung 

secara otomatis dengan kolom “Nama”. 

c. Pada kolom “Satuan” [15], pilih lainnya, dikarenakan pilihan yang ada 

pada Coretax tidak sesuai dengan ekspedisi. 

d. Pada kolom “Harga Satuan”  [16], masukkan angka Rp9.000.000 sesuai 

dengan isi rekapan pada Gambar 3.21. 

e.  Pada kolom “Kuantitas” [17] diisi nilai 1, sehingga total harga yang 

diperoleh yaitu Rp9.000.000 (Rp9.000.000 x 1). 

 

12. Selanjutnya, pada bagian detail transaksi PPN dan PPnBM, akan muncul 

tampilan sebagai berikut: 

 

Gambar 3. 29 Form Faktur Pajak Keluaran 
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Berdasarkan Gambar 3.29, bagian PPN dan PPnBM memerlukan perhitungan 

mandiri, dengan mengisi detail kolom sebagai berikut: 

a. Klik “DPP nilai lain/DPP” [18] dikarenakan transaksi ini menggunakan 

kode 04, yang mensyaratkan penggunaan DPP nilai lain.  

b. Isi kolom DPP nilai lain senilai Rp8.250.000 (Rp9.000.000 x 11% / 12%) 

yang dihitung secara manual. Berdasarkan nilai tersebut, dapat diperoleh 

nilai PPN sebesar Rp990.000 (Rp8.250.000 x 12%) yang akan terisi secara 

otomatis oleh Coretax.  

c. Untuk kolom tarif PPN akan terisi secara otomatis sebesar 12%.  

d. Klik “Simpan” [19] untuk menyimpan detail transaksi. 

 

13. Cek kembali detail transaksi yang telah di-input, mulai dari tipe hingga DPP 

nilai lain. Setelah semua dipastikan benar, klik “Simpan Konsep” [20] untuk 

menyimpan faktur. 

 

 

 

Gambar 3. 30 Form Faktur Pajak Keluaran 
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14. Setelah klik “Simpan Konsep” [20], akan muncul tampilan sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 3. 31 Laman Pajak Keluaran 

Berdasarkan Gambar 3.31, menunjukkan hasil Efaktur PPN untuk tanggal 28 

Februari 2025.  Faktur yang berhasil dibuat, akan diberi status created, yang 

artinya faktur tersebut masih di dalam draft dan belum ter-upload. 

15. Lakukan cara yang sama untuk membuat Efaktur PPN di bulan Februari 

2025 sebanyak 6 transaksi lainnya. 

16. Setelah selesai, pekerjaan ini akan dikonfirmasi kembali kepada mentor. 

Dokumen selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 9. 

4. PT N 

A. Membuat ID Billing PPh 23 

Membuat ID Billing PPh 23 merupakan proses pembuatan kode pembayaran yang 

digunakan untuk membayar pajak terutang berdasarkan jumlah nilai bruto atas 

penghasilan jasa di periode tertentu. Tujuan membuat ID Billing PPh 23 adalah 

untuk mendapat dokumen administrasi bukti pemotongan pajak penghasilan yang 

dapat dikreditkan dalam SPT Masa, sehingga wajib pajak tidak dikenakan pajak 
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berganda. Dokumen yang diperlukan untuk melakukan tugas ini adalah rekapan 

kuitansi ekspedisi ongkos kirim, NPWP PT N dan PT Maju Selalu (klien), 

password Coretax serta passphrase (kata sandi) PT N yang didapat dari mentor. 

Penyusunan ID Billing PPh 23 dilakukan untuk 3 transaksi dari bulan Desember 

2024 - Januari 2025. Berikut langkah-langkah dalam membuat ID Billing PPh 23: 

a) Menerima rekapan kuitansi ekspedisi ongkos kirim 

 

Gambar 3. 32 Rekapan Kuitansi Ekspedisi Ongkos Kirim 

Berdasarkan Gambar 3.32, diketahui PT N mempunyai transaksi ekspedisi 

ongkos kirim ke beberapa perusahaan dari tanggal 19 Desember 2024-14 Januari 

2025. Pada periode 19 Desember 2024-04 Januari 2025, PT N melakukan enam 

transaksi pengiriman ke PT A yang terletak di Semarang, dengan nomor kuitansi 

ekspedisi 341/SCB/XII/24 dan jumlah ongkos kirim senilai Rp1.378.450 

(Rp206.625+ Rp174.800 + Rp649.200 + Rp120.000 + Rp107.825 + Rp 

120.000). Pada periode 04-07 Januari 2025, PT N melakukan lima transaksi 

pengiriman ke PT B yang terletak di Madiun, dengan nomor kuitansi ekspedisi 

028/SCB/I/25 dan jumlah ongkos kirim sebesar Rp1.284.300 (Rp389.400 + 

Rp276.000 + Rp142.500 + Rp145.200 + Rp331.200). Pada periode 09-14 

Januari 2025, PT N melakukan lima transaksi pengiriman ke PT B yang terletak 

di Surakarta, dengan nomor kuitansi ekspedisi 081/SCB/I/25 dan jumlah ongkos 
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kirim sebesar Rp2.442.875 (Rp1.231.200 + Rp213.275 + Rp417.600 + 

Rp356.400 + Rp224.400). Berdasarkan tiga periode transaksi ekspedisi dari 

tanggal 19 Desember 2024-14 Januari 2025, total biaya pengiriman mencapai 

Rp5.105.625. Dengan tarif PPh 23 yang dipotong sebesar 2% atau Rp102.113 

(Rp5.105.625 x 2%), sehingga total yang harus dibayar kepada pihak ekspedisi 

setelah dipotong pajak sebesar Rp5.003.513 (Rp5.105.625 - Rp102.113). 

b) Membuat ID Billing di Coretax sebagai berikut: 

1. Buka https://coretaxdjp.pajak.go.id/ di browser. 

2. Isi “ID Pengguna” [1] berupa NPWP. 

3. Isikan “Kata Sandi [2] yang telah diberi mentor. 

4. Masukkan “Captcha” [3] yang telah muncul di laman awal Coretax. 

5. Lalu, klik “Login” [4]. 

 

Gambar 3. 33 Tampilan Awal Coretax 

6. Setelah itu, akan muncul tampilan utama menu Coretax seperti pada Gambar 

3.34. Kemudian, pilih “Surat Pemberitahuan (SPT)” [5], lalu pilih submenu 

“Surat Pemberitahuan (SPT)” [6]. 

 

Gambar 3. 34 Tampilan Utama Menu Coretax 

https://coretaxdjp.pajak.go.id/
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7. Pada laman awal submenu Surat Pemberitahuan (SPT), klik “Buat Konsep 

SPT” [7] untuk memulai penyusunan SPT di bulan baru sebagai dasar pembuatan 

ID Billing.  

 

Gambar 3. 35 Tampilan Awal Submenu SPT 

8. Pada tahap 1 buat konsep SPT, pilih kolom “PPh Unifikasi” [8]. Setelah itu, 

klik “Lanjut” [9]. 

 

Gambar 3. 36 Tampilan Buat Konsep SPT 

9. Pada tahap 2 buat konsep SPT, isi masa “Februari 2025” [10] pada kolom 

periode dan tahun pajak. Setelah itu, klik “Lanjut” [11]. 
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Gambar 3. 37 Tampilan Buat Konsep SPT 

10. Pada tahap 3 buat konsep SPT, pilih kategori “Normal” [12] pada model 

SPT.  Setelah itu, klik “Buat Konsep SPT” [13]. 

 

Gambar 3. 38 Tampilan Buat Konsep SPT 

11. Selanjutnya, kembali ke tampilan utama menu Coretax, pilih “eBupot” [14], 

lalu klik submenu “BPPU” [15] atau Bukti Potong Pajak Unifikasi. 

 

Gambar 3. 39 Tampilan Utama Menu Coretax 

12. Pada tampilan awal submenu “BPPU” [15], klik “Create eBupot BPU” [16] 

atau Bukti Pemotongan Unifikasi untuk membuat bukti pemotongan PPh 23 

yang baru. 
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Gambar 3. 40 Tampilan Awal Submenu BPPU 

13. Setelah klik “Create eBupot BPU” [16], akan muncul tampilan sebagai 

berikut:  

 

Gambar 3. 41 Form EBUPOT BPU 

Berdasarkan Gambar 3.41, bagian informasi umum diisi dengan detail 

sebagai berikut: 

a. Kolom “Masa Pajak” dan “Status” akan terisi secara otomatis sesuai 

dengan pengaturan yang telah dibuat saat buat konsep SPT. 

b. Isi kolom “NPWP” [17] dengan nomor NPWP lawan transaksi 

0XXXXXXXXXXXXXXX. Selanjutnya, kolom “Nama” akan terisi 

secara otomatis setelah NPWP terintegrasi oleh Coretax. 

c. Pilih kode 000000 pada kolom “NITKU” [18]. Kode 000000 pada 

kolom NITKU menunjukkan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan 

perusahaan pusat. 

 

14. Setelah mengisi bagian informasi umum, isi bagian Pajak Penghasilan (PPh) 

dengan tampilan sebagai berikut: 
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Gambar 3. 42 Form EBUPOT BPU 

Berdasarkan Gambar 3.42, bagian Pajak Penghasilan (PPh) diisi 

berdasarkan rekapan kuitansi ekspedisi ongkos kirim pada Gambar 3.32 

sebagai berikut: 

a. Pada kolom “Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan” 

[19], pilih kategori tanpa fasilitas. 

b. Pada kolom “Nama Objek Pajak” [20], pilih Jasa 

Pengangkutan/Ekspedisi Kecuali Yang Telah Diatur Dalam Pasal 15 

Undang-Undang Pajak Penghasilan. 

c. Untuk kolom jenis pajak, kode objek pajak, dan sifat pajak penghasilan 

akan terisi secara otomatis oleh Coretax.  

d. Pada kolom “Dasar Pengenaan Pajak” [21], isi nilai transaksi sebesar 

Rp5.105.625. Kolom tarif akan terisi secara otomatis yaitu 2%, sehingga 

pajak penghasilan yang terutang sebesar Rp102.113 (Rp5.105.625 x 

2%). 

e. Untuk kolom KAP (Kode Akun Pajak), kode 411124-100 akan terisi 

secara otomatis. Kode 411124-100 menunjukkan bahwa kode tersebut 

termasuk jenis setoran masa PPh Pasal 23. 

15. Setelah mengisi bagian Pajak Penghasilan (PPh), isi bagian dokumen 

referensi dengan tampilan sebagai berikut: 
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Gambar 3. 43 Form EBUPOT BPU 

Berdasarkan Gambar 3.43, bagian dokumen referensi diisi berdasarkan 

rekapan kuitansi ekspedisi ongkos kirim pada Gambar 3.32 sebagai berikut: 

a. Isi kolom “Jenis Dokumen” [22] dengan surat tagihan. 

b. Isi “Nomor Dokumen” [23] dengan 341/SCB/XII/24. 

c. Isi “Tanggal Dokumen” [24] dengan 28 Desember 2024. 

d. Pada kolom “NITKU” [25], pilih kode unik 000000 yang menunjukkan 

bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan perusahaan pusat. Setelah 

itu, klik “Submit” [26] untuk meng-upload form BPU. 

16. Lanjutkan cara yang sama untuk membuat eBupot PPh 23 di bulan Februari 

2025 sebanyak tiga bukti potong. 

17. Selanjutnya, pada laman awal submenu eBupot BPU, klik tanda centang 

[27] untuk meng-upload seluruh form BPU yang telah dibuat. Lalu, klik 

“Terbitkan” [28]. 

 

Gambar 3. 44 Tampilan Awal Submenu BPPU 
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18. Setelah klik “Terbitkan” [28], akan muncul tampilan konfirmasi tanda 

tangan sebagai berikut: 

 

Gambar 3. 45 Tampilan Laman Konfirmasi Tanda Tangan 

Berdasarkan Gambar 3.45, untuk dapat menerbitkan form eBupot BPU, 

diperlukan konfirmasi tanda tangan direktur PT N dengan mengisi kolom 

“Kata Sandi Penandatanganan” [29], lalu klik “Konfirmasi Tanda Tangan” 

[30] agar form tersebut dapat ter-upload di SPT. 

19. Selanjutnya, pada pilihan menu di Coretax, pilih “Surat Pemberitahuan 

(SPT)” [31], lalu klik submenu “Surat Pemberitahuan (SPT)” [32] untuk 

melanjutkan pembuatan ID Billing PPh 23. 

 

Gambar 3. 46 Tampilan Awal Submenu BPPU 

20. Pada tampilan utama submenu SPT, klik baris PPh Unifikasi masa Februari 

2025 [33]. 
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Gambar 3. 47 Tampilan Utama Submenu SPT 

21. Setelah klik baris PPh Unifikasi masa Februari 2025 [33], akan muncul 

tampilan laman SPT Masa PPh Unifikasi sebagai berikut: 

 

 

Gambar 3. 48 Form SPT Masa PPh Unifikasi 

Berdasarkan Gambar 3.48, bagian identifikasi pemotong telah terisi secara 

otomatis, yang meliputi bahwa SPT dilaporkan untuk masa Februari 2025, 

dengan NPWP bernomor 001XXXXXXXXXXXXX, nama lengkap PT N, 

beralamat di Jalan ABC Blok A Jakarta Pusat, serta memiliki nomor telepon 

yang tercatat yaitu 08XXXXXXXXXX. Selanjutnya, di kolom Pasal 23 

telah terisi secara otomatis pajak penghasilan pemotongan sebesar 

Rp342.113 (berasal dari tiga bukti potong lainnya) dari kumpulan PPh 

unifikasi yang telah dibuat.  
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22. Setelah memastikan data yang ada pada Gambar 3.48 telah terisi dengan 

benar, isi bagian pernyataan dan tanda tangan dengan tampilan sebagai 

berikut: 

 

Gambar 3. 49 Form SPT Masa PPh Unifikasi 

Berdasarkan Gambar 3.49, klik pernyataan pada kotak centang, lalu klik 

“Wajib Pajak” [34] di baris penandatangan dan di baris “NPWP/NIK” [35], 

isi dengan NPWP direktur PT N yaitu 3XXXXXXXXXXXXXXX. Lalu, 

nama “Tanda Tangan” [36], akan terisi secara otomatis setelah NPWP 

terintegrasi. 

23. Klik “Bayar dan Lapor” [37] untuk melanjutkan ke tahap konfirmasi. 

24. Setelah itu, pada bagian tanda tangan dokumen untuk konfirmasi ID Billing, 

isi “Kata Sandi Penandatangan” [38], lalu klik “Simpan” [39], dan 

“Konfirmasi Tanda Tangan” [40]. 

 

Gambar 3. 50 Tampilan Laman Konfirmasi Tanda Tangan 

25. Setelah klik “Konfirmasi Tanda Tangan” [40], ID Billing PPh 23 secara 

otomatis akan ter-download dengan tampilan sebagai berikut: 
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Gambar 3. 51 Tampilan ID Billing PPh 23 

Berdasarkan Gambar 3.51, terdapat kode billing dengan nomor 

0123000000, NPWP bernomor 001XXXXXXXXXXXXX, dengan pemilik 

kode billing bernama PT N, beralamat di Jalan ABC Blok A, Jakarta Barat, 

menggunakan mata uang IDR, dengan nominal PPh23 terutang sebesar 

Rp342.113, dan jumlah detail pajak terutang 1. 

Berdasarkan transaksi pembuatan ID Billing PPh 23, PT N sebagai pihak 

yang membayar ongkos kirim ke ekspedisi mempunyai kewajiban untuk 

memotong dan menyetor pajak sebesar 2% dari jumlah bruto. Pihak 

ekspedisi nantinya akan menerima bukti potong sebagai pengurang pajak di 

akhir tahun. 

26. Setelah selesai, ID Billing yang berhasil ter-download akan dikirim kepada 

mentor. Dokumen selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 10. 

5. PT R 

A. Menyusun rekapitulasi rekening giro 

Menyusun rekapitulasi rekening giro merupakan proses mencatat seluruh 

pemasukan dan pengeluaran yang terjadi dalam satu periode. Tujuan rekapitulasi 

rekening giro adalah untuk mempermudah pembacaan perbedaan arus kas masuk 
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dan keluar, serta memastikan saldo akhir tiap bulannya, yang nantinya akan 

dipindahkan ke dalam software. Selain itu, rekapitulasi rekening giro juga bertujuan 

untuk membuat nomor voucher atau kode unik untuk mengidentifikasi perbedaan 

transaksi bank yang diperlukan dalam Accurate, sehingga transaksi bank masuk dan 

bank keluar dapat dibedakan dengan jelas. Dokumen  yang diperlukan untuk 

membuat tugas ini adalah lampiran rekening giro dalam satu bulan dan format 

rekapitulasi yang diperoleh dari mentor. Penyusunan rekapitulasi rekening giro 

dilakukan dari bulan November-Desember 2024. Berikut tahapan dalam menyusun 

rekapitulasi rekening giro dengan contoh di bulan November 2024: 

a) Menerima lampiran rekening giro bank BCA 

 

 

 

Gambar 3. 52 Lampiran Rekening Giro 

Berdasarkan Gambar 3.52, di awal bulan November 2024, PT R mempunyai 

saldo awal sebanyak Rp521.554.597,54. Pada tanggal 1 November 2024, 

terjadi transaksi uang masuk dari PT Megah dan PT Kaya dengan masing-

masing nilai sebesar Rp1.800.000 dan Rp22.100.000, sehingga saldo yang 

dimiliki PT R di Bank BCA dengan nomor rekening 3210000000 pada 

tanggal 1 November 2024 sebanyak Rp545.454.597,54 (Rp521.554.597,54 

+ Rp1.800.000 + Rp22.100.000). Selanjutnya, pada tanggal 2 November 
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2024, terjadi potongan biaya admin sebesar Rp20.000, sehingga saldo yang 

dimiliki PT R di Bank BCA dengan nomor rekening 3210000000 pada 

tanggal 2 November 2024 sebesar Rp545.434.597,54 (Rp545.454.597,54 - 

Rp20.000). 

b) Menerima format rekapitulasi dalam bentuk Ms Excel 

 

 

Gambar 3. 53 Format Rekapitulasi Rekening Giro 

Berdasarkan Gambar 3.53, format rekapitulasi rekening giro berisi kolom 

jurnal voucher, tanggal, keterangan, keluar (bank keluar), masuk (bank 

masuk), dan saldo. 

 

c) Melakukan rekapitulasi rekening giro dengan hasil sebagai berikut: 

 

 

Gambar 3. 54 Hasil Rekapitulasi Rekening Giro 
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Berdasarkan Gambar 3.54, format rekapitulasi diisi sesuai dengan lampiran 

rekening Giro pada Gambar 3.52 seperti berikut: 

a. Membuat kode jurnal voucher untuk membedakan transaksi bank masuk 

dan bank keluar. Transaksi bank masuk akan diberi kode BM/Kode 

Perusahaan/Tahun/Bulan/Nomor Urut dengan hasil contoh kode bank 

masuk yaitu BM/PTR/24/11/001. Adapun transaksi bank keluar akan 

diberi kode BK/Kode Perusahaan/Tahun/Bulan/Nomor Urut dengan 

hasil contoh kode bank masuk yaitu BK/PTR/24/11/001. Pembuatan 

kode ini akan mempermudah tracking transaksi yang terlewat saat 

proses input, sehingga kolom jurnal voucher diisi dengan 

BM/PTR/24/11/002. 

b. Mengisi bagian tanggal dengan 01/11 

c. Mengisi bagian status dengan KR Otomatis 

d. Mengisi bagian keterangan dengan PT Kaya 

e. Mengisi bagian masuk (bank masuk) sebesar Rp22.100.000, sehingga 

hasil akhir saldo Bank BCA 3210000000 di tanggal 1 November sebesar 

Rp545.454.597,54 (Rp523.354.597,54 + Rp22.100.000). 

d) Melakukan cara yang sama seperti tahap poin (3) untuk menyusun 

rekapitulasi rekening giro. Setelah pekerjaan selesai, dokumen akan 

diberikan kepada mentor untuk di-review terlebih dahulu. Dokumen 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 11. 

6. PT C 

A. Rekonsiliasi PPN 

Membuat rekonsiliasi PPN merupakan proses pencocokan data antara laporan PPN 

yang disusun oleh perusahaan dengan data yang tercatat di dalam Coretax. Tujuan 

membuat rekonsiliasi PPN adalah untuk memastikan seluruh transaksi penjualan 

yang dikenakan PPN telah dan akan dilaporkan secara akurat, agar saat pelaporan 

SPT Masa PPN dilakukan, tidak terdapat perbedaan data yang dapat menimbulkan 

potensi koreksi atau sanksi pajak. Oleh karena itu, pada saat pelaksanaan magang 
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pengerjaan rekonsiliasi PPN dilakukan dengan menemukan perbedaan antara 

rekapitulasi general ledger dan rekapitulasi faktur penjualan. Dokumen yang 

diperlukan untuk membuat rekonsiliasi PPN adalah rekapitulasi general ledger 

penjualan dan rekapitulasi faktur penjualan yang diimpor dari Coretax, yang 

diperoleh dari mentor. Kegiatan membuat rekonsiliasi PPN dilakukan dari bulan 

Maret-April 2025. Berikut tahapan dalam membuat rekonsiliasi PPN dengan 

contoh di bulan April 2025: 

a. Menerima rekapitulasi general ledger penjualan 

 

 
Gambar 3. 55 Rekapitulasi General Ledger Penjualan 

Berdasarkan Gambar 3.55, diketahui rekapitulasi general ledger penjualan 

di bulan April 2025 memiliki template kolom yang berisi nomor, biz atau 

jenis aktivitas operasional transaksi, nama customer, tanggal invoice, 

jumlah tagihan atau DPP, nilai PPN, nomor dokumen, dan nomor invoice. 

Pada rekapitulasi general ledger terdapat bagian “Awb/BL No.” yang 

memiliki arti, di antaranya; Awb (air waybill) untuk dokumen yang dikirim 
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melalui udara, BL (Bill of Lading) untuk dokumen yang dikirim melalui 

laut, dan No. yang merupakan nomor dokumen. Sebagai contoh, pada 

transaksi pertama, PT C mempunyai transaksi dengan jenis aktivitas 

operasional sea import kepada PT R di tanggal 7 April 2025, dengan jumlah 

tagihan sebesar Rp10.581.000 dan nilai PPN sebesar Rp1.163.910. 

Transaksi tersebut mempunyai nomor dokumen PTCTGR011 dan nomor 

invoice 0004. 

b. Menerima rekapitulasi faktur penjualan di Coretax 

 

 
Gambar 3. 56 Rekapitulasi Faktur Keluaran Coretax 

Berdasarkan Gambar 3.56, diketahui rekapitulasi faktur keluaran yang di 

dapat dari Coretax mempunyai template kolom yang berisi NPWP pembeli, 

nama pembeli, tanggal faktur pajak, status faktur, harga jual atau DPP, PPN, 

nomor referensi atau nomor dokumen, serta nomor invoice. Sebagai contoh, 

pada transaksi pertama, terdapat NPWP pembeli dengan nomor 

09.000.000.0-000.000, nama pembeli PT Q, tanggal faktur pajak tertanggal 

7 April 2025, nilai harga jual sebesar Rp828.000, PPN yang dikenakan 

sebesar Rp91.080, nomor referensi atau dokumen PTCTGR001, dan nomor 

invoice 0006.  

 

c. Menyiapkan sheets kosong untuk membuat rekonsiliasi PPN 
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Gambar 3. 57 Sheets Rekon PPN 

 

Berdasarkan Gambar 3.57, sheets rekon PPN perlu dibuat sebagai langkah 

awal untuk melakukan rekonsiliasi PPN. Nantinya, rekapitulasi general 

ledger penjualan dan rekapitulasi faktur pajak keluaran yang didapat dari 

Coretax akan disajikan dalam satu sheets ini, dengan contoh tampilan 

sebagai berikut: 

 

Gambar 3. 58 Tabel Accurate (GL) 

Berdasarkan Gambar 3.58, terdapat rekapitulasi general ledger penjualan 

yang telah di copy dan diberi judul “Accurate (GL)”. Adapun kolom yang 

akan digunakan untuk rekonsiliasi PPN pada rekapitulasi general ledger 

penjualan, di antaranya nomor, biz atau jenis aktivitas operasional transaksi, 

nama customer, jumlah transaksi, PPN, nomor dokumen, dan nomor 

invoice. Kolom invoice date seperti pada Gambar 3.55 di-hide terlebih 

dahulu, guna mempermudah penyamaan nilai. 
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Gambar 3. 59 Kolom Perbandingan GL dan Faktur 

 

Berdasarkan Gambar 3.59, perlu ditambahkan kolom baru dengan judul 

kolom seperti ref (referensi), nomor invoice, DPP, dan PPN untuk melihat 

perbedaan dari tabel rekapitulasi general ledger penjualan dan rekapitulasi 

faktur keluaran.  

 

Gambar 3. 60 Tabel Faktur 

Berdasarkan Gambar 3.60, terdapat rekapitulasi faktur keluaran yang telah di-copy 

dan diberi judul “Faktur”. Adapun kolom yang digunakan untuk rekonsiliasi PPN 

pada rekapitulasi faktur keluaran di antaranya, NPWP pembeli, nama pembeli, 

harga jual atau DPP, PPN, referensi, dan nomor invoice. Kolom tanggal faktur pajak 

dan status faktur seperti pada Gambar 3.56, perlu di-hide terlebih dahulu.  

 

d. Melakukan rekonsiliasi PPN dengan tahapan sebagai berikut; 

1. Pada sheets rekon PPN, block seluruh tabel “Accurate (GL)” 
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Gambar 3. 61 Tabel Accurate (GL) 

 

2. Pada menu Excel, pilih “Data” [1], lalu klik “Sort” [2]. 

 
Gambar 3. 62 Menu Excel 

3. Setelah itu, akan muncul tampilan seperti berikut 

 

 
Gambar 3. 63 Tampilan Sort 

4. Pada kolom sort by, pilih “Invoice No.” [3]. Pastikan di kolom order 

bagian yang ditampilkan yaitu “A to Z”. Setelah itu, klik “Ok” [4]. 
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Gambar 3. 64 Bagian sort 

 

5. Setelah klik “Ok” [4], akan muncul tampilan sort warning. Pilih 

“sort anything that looks like a number, as a number” [5]. 

 

Gambar 3. 65 Bagian sort 

6. Berikut tampilan tabel “Accurate (GL)” setelah dilakukan sort: 
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Gambar 3. 66 Tabel Accurate (GL) 

Berdasarkan Gambar 3.66, Kolom invoice number yang terdapat pada tabel 

Accurate (GL), akan menampilkan angka berurut dari yang terendah hingga 

terbesar. Kolom lainnya yang ada di tabel “Accurate (GL)” akan mengikuti 

data yang telah di-sort. 

 

7. Lakukan cara yang sama untuk tabel “Faktur”, sehingga tampilan 

yang tersaji setelah di sort sebagai berikut: 

 

Gambar 3. 67 Tabel Faktur 

Berdasarkan Gambar 3.67, tabel “Faktur” yang sudah di-sort akan 

menampilkan angka yang berurut di kolom “No. Invoice” dari yang 

terendah hingga terbesar.  
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8. Langkah selanjutnya yaitu melakukan rekonsiliasi PPN berdasarkan 

nomor referensi, invoice, nilai DPP, dan PPN, dengan tampilan 

sebagai berikut: 

 

Gambar 3. 68 Tabel Perbandingan GL dan Faktur 

Berdasarkan Gambar 3.68, untuk mengetahui adanya perbedaan antara data 

di general ledger dengan di faktur, perlu digunakan rumus Excel agar 

perbandingan dapat dilakukan secara otomatis dan akurat. Berikut 

penjelasan dari masing-masing kolom: 

a. Rumus IF(0;99) digunakan untuk kolom “ref atau referensi” dan 

“No. inv”, yang menunjukkan bahwa jika data pada tabel faktur dan 

general ledger mempunyai struktur yang sama, maka rumus 

IF(0;99) akan menghasilkan angka 0 sebagai tanda bahwa kondisi 

terpenuhi. Apabila kondisi tidak terpenuhi, maka wajib untuk 

membuat keterangan untuk ditanya kepada klien. 

b. Pada kolom “DPP” dan “PPN”, rumus yang digunakan untuk 

menghasilkan angka 0 adalah dengan membandingkan masing-

masing nilai DPP atau PPN antara tabel general ledger dan faktur.  

 

9. Berikut contoh rekonsiliasi yang memenuhi kondisi dan tidak 

memenuhi kondisi: 

 

a) Rekonsiliasi PPN yang memenuhi kondisi 
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Gambar 3. 69 Rekon PPN 

Berdasarkan Gambar 3.69, pada cell Excel nomor 15 dengan nama customer 

PT LR, diperoleh nilai 0 untuk kolom referensi, nomor invoice, DPP, dan 

PPN, dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Referensi: Menggunakan rumus Excel IF(Q20=AV20;0;99) yang 

mempunyai arti, jika nilai “Q20 (PTCTGR101)” sama dengan nilai 

“AV20 (PTCTGR101)”, maka hasilnya 0, jika tidak sama hasilnya 

99. 
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b. No. Invoice: Menggunakan rumus Excel IF(X20=AW20;0;99) yang 

mempunyai arti, jika nilai “X20 (0022)” sama dengan nilai “AV20 

(0022)”, maka hasilnya 0, jika tidak sama hasilnya 99. 

c. DPP: Menggunakan rumus Excel “=N15-AN15”, yaitu selisih 

antara nilai pada kolom N15 dan AN15. Dikarenakan keduanya 

bernilai Rp3.193.250, maka hasil DPP untuk PT LR adalah 0. 

d. PPN: Menggunakan rumus Excel “=P15-AW15”, yaitu selisih 

antara nilai pada kolom P15 dan AW15. Dikarenakan keduanya 

bernilai Rp351.257, maka hasil DPP untuk PT LR adalah 0. 

 

b) Rekonsiliasi PPN yang tidak memenuhi kondisi 
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Gambar 3. 70 Rekon PPN 

Berdasarkan Gambar 3.70, pada cell Excel nomor 35 dengan nama customer 

PT CL, terdapat perolehan nilai yang tidak memenuhi kondisi, yang 

menunjukkan angka 99 (selisih nilai) untuk kolom referensi dan nomor 

invoice. Berikut penjelasan untuk kolom referensi, nomor invoice, DPP, dan 

PPN:  

a. Referensi: Menggunakan rumus Excel IF(Q28=AV28;0;99). Dalam 

kondisi ini, nilai pada kolom Q28 (PTCTGR311) tidak sama dengan 

AV28 (PTCTGR301), sehingga rumus tersebut menghasilkan nilai 

99 yang menunjukkan tidak memenuhi kondisi. Oleh karena itu, 

kolom referensi pada cell Excel nomor 35 dengan nama customer 

PT CL perlu di-copy untuk dipindahkan ke sheets baru (keterangan) 

untuk ditanya lebih lanjut ke klien, sebagaimana dapat dilihat pada 

Gambar 3.86. 

b. No. Invoice: Menggunakan rumus Excel IF(X28=AW28;0;99). 

Dalam kondisi ini, nilai pada kolom X28 (0037) tidak sama dengan 

AW28 (003), sehingga rumus tersebut menghasilkan nilai 99 yang 

menunjukkan tidak memenuhi kondisi. Oleh karena itu, kolom 

referensi pada cell Excel nomor 35 dengan nama customer PT CL 

perlu di-copy untuk dipindahkan ke sheets baru (keterangan) untuk 

ditanya lebih lanjut ke klien, sebagaimana dapat dilihat pada 

Gambar 3.86. 
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c. DPP: Menggunakan rumus Excel “=N28-AN28”, yaitu selisih 

antara nilai pada kolom N15 dan AN15. Dikarenakan keduanya 

bernilai Rp23.391.750, maka hasil DPP untuk PT CL adalah 0. 

d. PPN: Menggunakan rumus Excel “=P28-AW28”, yaitu selisih 

antara nilai pada kolom P28 dan AW28. Dikarenakan keduanya 

bernilai Rp2.573.092, maka hasil DPP untuk PT CL adalah 0. 

 

10. Menyiapkan sheets kosong dengan nama “keterangan” untuk 

mencatat nilai yang tidak memenuhi kondisi atau tidak sama antara 

kedua tabel general ledger dan faktur.  

 

Gambar 3. 71 Sheets Kosong Keterangan 

Berdasarkan Gambar 3.71, sheets “keterangan” akan menjadi tempat bagi 

klien untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi atas temuan perbedaan 

selama proses rekonsiliasi.  

 

11. Membuat tabel kesimpulan untuk mencatat nilai yang tidak 

memenuhi kondisi atau tidak sama antara tabel general ledger dan 

faktur.  
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Gambar 3. 72 Sheets Keterangan 

Berdasarkan Gambar 3.72, pada sheets keterangan terdapat 2 tabel, yaitu 

tabel selisih nomor invoice dan perbedaan nomor referensi. Kedua tabel 

tersebut memuat informasi yang sama atas nama customer PT CL, dengan 

nomor invoice 0037, nilai penjualan sebesar Rp23.391.750, dan nilai pajak 

atau PPN sebesar Rp2.573.092. Pada tabel selisih nomor invoice, terdapat 

keterangan perbedaan nomor invoice di Accurate (0037) dan di faktur (003), 

sementara tabel perbedaan nomor referensi mencatat selisih antara referensi 

di Accurate (PTCTGR258) dan di faktur (PTCTGCR258). Sheets 

keterangan ini yang nantinya akan menjadi dasar untuk meminta konfirmasi 

dan koreksi bukti pendukung dari klien.  

 

12. Lakukan cara yang sama apabila terdapat kondisi yang tidak 

memenuhi dan perlu konfirmasi ke klien. Setelah pekerjaan selesai, 

dokumen akan diberikan kepada mentor untuk di-review terlebih 

dahulu. Dokumen selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 12. 

 

B. Rekonsiliasi PPh 21 

Membuat rekonsiliasi PPh 21 merupakan proses pencocokan data antara pencatatan 

yang telah dibuat oleh perusahaan dengan bukti potong yang telah dilapor. Tujuan 

membuat rekonsiliasi PPh 21 adalah untuk memastikan seluruh pemotongan, 

penyetoran, dan pelaporan PPh 21 telah dilakukan secara akurat dan sesuai dengan 

ketentuan perpajakan. Selain itu, tujuan membuat rekonsiliasi PPh 21 juga untuk 
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menemukan perbedaan antara data yang dicatat oleh perusahaan dengan bukti 

potong yang diperoleh dari Coretax. Rekonsiliasi PPh 21 disusun menggunakan 

data dari general ledger, yang difilter berdasarkan nama akun yang sesuai dengan 

akun pada SPT dan akun biaya. Dokumen yang diperlukan untuk membuat 

rekonsiliasi PPh 21 adalah rekapitulasi bukti potong PPh 21 yang diperoleh dari 

Coretax dan general ledger yang didapat dari mentor. Kegiatan membuat 

rekonsiliasi PPh 21 dilakukan dari bulan Januari-Desember 2024. Berikut tahapan 

dalam membuat rekonsiliasi PPh 21 dengan contoh pemotongan dilakukan di bulan 

Mei 2024: 

a. Menerima rekapitulasi bukti potong PPh 21 

 

 

Gambar 3. 73 Rekapitulasi Bukti Potong PPh 21 

Berdasarkan Gambar 3.73, diketahui rekapitulasi bukti potong PPh 21 

mempunyai template kolom yang berisi nomor bukti potong, tanggal bukti 

potong, NPWP pemotong, nama pemotong, identitas penerima, nama 

penerima, penghasilan bruto, PPh dipotong, kode objek pajak, pasal, dan 

status pajak. Sebagai contoh, pada bukti potong di bulan Mei 2024, terdapat 

nomor bukti potong 3100000000000 di tanggal 16 Mei 2024. Nama 

pemotong pajak adalah PT C dengan nomor NPWP 60000000000000. 

Penerima penghasilan pajak adalah Bapak A yang memiliki identitas NPWP 

4000000000000000. Penghasilan bruto yang diterima Bapak A sebesar 

Rp18.750.000, dengan PPh yang dipotong senilai Rp468.750. Transaksi ini 
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menggunakan kode objek pajak 21-100-09, pasal yang dikenakan yaitu PPh 

21, dan berstatus normal. 

b. Menerima rekapitulasi General Ledger 

 

 

 

Gambar 3. 74 Rekapitulasi General Ledger 

Berdasarkan Gambar 3.74, diketahui terdapat general ledger dengan 

template kolom yang berisi nomor, acc cd (account cash disbursement), 

account name, voucher date, voucher no, customer, curr atau currency, dr 

amt Idr (debit amount in IDR), cr amt IDR (credit amount in IDR), BI Lc 

Amt (Bank Indonesia letter of credit amount), dan remark atau catatan. 

c. Membuat rekonsiliasi PPh 21 

1. Siapkan sheets baru dengan diberi nama “Rekon Bupot PPh 21”. 

 

Gambar 3. 75 Sheets Kosong 
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2. Copy seluruh sheets rekapitulasi bukti potong PPh 21 dan judul 

kolom general ledger, lalu pindahkan ke dalam sheets “Rekon 

Bupot PPh 21”, sehingga tampilan akan berbentuk sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 3. 76 Sheets Rekon Bupot PPh 21 

3.  Pada sheets general ledger, gunakan fitur filter pada kolom 

customer untuk mencari nama Bapak A sesuai dengan transaksi 

bulan Mei di rekapitulasi bukti potong PPh 21. 

 

 

Gambar 3. 77 Sheets General Ledger 
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4. Setelah itu, akan muncul tampilan seperti berikut: 

 

Gambar 3. 78 Filter Customer 

5. Ketik nama Bapak A di kolom search, lalu klik enter pada keyboard. 

 

Gambar 3. 79 Filter Customer 

6. Setelah itu, akan muncul tampilan sebagai berikut: 
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Gambar 3. 80 Sheets General Ledger 

7. Lanjutkan cara yang sama untuk memfilter kolom account name 

dengan nama akun defrayment dan voucher date dengan memilih 

bulan April. Lalu, copy untuk dipindahkan ke sheets rekon bupot 

PPh 21, sehingga tampilan general ledger akan menampilkan 

sebagai berikut: 

 

 

Gambar 3. 81 Sheets General Ledger 

8. Paste data yang telah di-copy dari general ledger, sehingga sheets 

rekon bupot PPh 21 di tanggal 16 Mei 2024 akan menampilkan 

tampilan sebagai berikut: 
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Gambar 3. 82 Sheets Rekon Bupot PPh 21 

Berdasarkan Gambar 3.82, pada tanggal 16 Mei 2024 di tabel SPT, 

terdapat transaksi PPh 21 atas nama Bapak A dengan penghasilan bruto 

sebesar Rp18.750.000 dan PPh yang dipotong senilai Rp468.750. Jika 

dibandingkan dengan tabel Accurate di tanggal yang sama, terdapat nilai 

penghasilan bruto dengan nilai yang sama walaupun pencatatannya 

dilakukan secara berangsur, yaitu sebesar Rp1.350.000, Rp450.000, 

Rp2.700.000, Rp5.250.000, Rp5.850.000, Rp3.150.000. Berdasarkan 

hal tersebut, data di tabel SPT dan Accurate telah sesuai dan tidak 

terdapat selisih untuk diminta konfirmasi dari klien. 

9. Lakukan cara yang sama untuk bulan Mei dan bulan-bulan lainnya, 

sehingga tampilan rekonsiliasi untuk bulan Mei akan menampilkan 

tampilan sebagai berikut: 
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Gambar 3. 83 Sheets Rekon Bupot PPh 21 

Berdasarkan Gambar 3.83, rekonsiliasi PPh 21 di bulan Mei tidak 

menghasilkan jumlah penghasilan bruto yang sama antara data di tabel 

SPT dan di Accurate. Hal tersebut terjadi karena pada transaksi di 
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tanggal 02 Mei 2024 atas nama Bapak I tidak terdapat di general ledger. 

Maka dari itu, transaksi tanggal 02 Mei 2024 atas nama Bapak I yang 

mempunyai jumlah penghasilan bruto sebesar Rp775.000 dan PPh yang 

dipotong senilai Rp19.375, perlu di-copy ke dalam sheets “keterangan” 

untuk meminta konfirmasi dari klien.  

10. Buat sheets baru dengan nama “keterangan” untuk mencatat 

transaksi yang tidak terdapat di general ledger. 

 

 

Gambar 3. 84 Sheets Keterangan 

11. Selanjutnya, buat tabel kesimpulan untuk mencatat nilai yang tidak 

terdapat di general ledger, sehingga tampilan akan berbentuk 

sebagai berikut:  

 
Gambar 3. 85 Sheets Keterangan 

Berdasarkan Gambar 3.85, pada sheets keterangan, terdapat 

transaksi yang perlu dikonfirmasi ke klien atas tidak tercatatnya PPh 

21 di Accurate, meskipun pelaporan PPh 21 telah dilakukan. Sheets 

keterangan memuat informasi berupa kolom SPT yang 

mencantumkan jumlah penghasilan bruto klien, GL (general 

ledger), selisih, masa pajak, nama pembeli, dan keterangan. 

Berdasarkan tabel hasil rekon PPh 21 2024, terdapat akun biaya 

yang perlu konfirmasi, dengan nilai SPT atau penghasilan bruto 
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sebesar Rp775.000 untuk masa pajak PPh 21 bulan Mei 2024, atas 

nama pembeli Bapak I, dengan keterangan “tidak tercatat di GL”. 

Nantinya, sheets keterangan akan menjadi dasar untuk meminta 

konfirmasi dari klien.  

12. Lakukan cara yang sama apabila terdapat transaksi yang tidak 

terdapat di general ledger dan perlu konfirmasi ke klien. Setelah 

pekerjaan selesai, dokumen akan diberikan kepada mentor untuk di-

review terlebih dahulu. Dokumen selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 13. 

 

C. Rekonsiliasi PPh 23 

Membuat rekonsiliasi PPh 23 merupakan kegiatan penyesuaian data yang telah 

dicatat oleh perusahaan dengan bukti potong yang telah dilaporkan dalam SPT. 

Tujuan membuat rekonsiliasi PPh 23 adalah untuk memastikan keakuratan 

pelaporan pajak, serta menghindari kesalahan atau selisih dalam pelaporan 

pajak yang dapat menimbulkan sanksi dan pemeriksaan pajak. Rekonsiliasi PPh 

23 dilakukan dengan mencari nama customer di general ledger untuk 

dicocokkan dengan akun biaya, utang, penghasilan bruto, dan nilai PPh yang 

dipotong sama nilainya dengan bukti potong PPh 23. Oleh karena itu, pada saat 

pelaksanaan magang pengerjaan rekonsiliasi PPh 23 dilakukan dengan 

menemukan perbedaan antara rekapitulasi general ledger dan rekapitulasi bukti 

potong PPh 23. Dokumen yang diperlukan untuk membuat rekonsiliasi PPh 23 

adalah rekapitulasi general ledger dan rekapitulasi PPh 23 yang di-impor dari 

Coretax, yang diperoleh dari mentor. Kegiatan membuat rekonsiliasi PPh 23 

dilakukan dari bulan Januari-Desember 2024. Berikut tahapan dalam membuat 

rekonsiliasi PPh 23 dengan contoh di bulan April 2024: 
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a. Menerima rekapitulasi general ledger 

 

 

Gambar 3. 86Rekapitulasi General Ledger 

Berdasarkan Gambar 3.86, diketahui terdapat general ledger dengan 

template kolom yang berisi nomor, acc cd (account cash disbursement), 

account name, voucher date, voucher no, customer, curr atau currency, dr 

amt Idr (debit amount in IDR), cr amt IDR (credit amount in IDR), BI Lc 

Amt (Bank Indonesia letter of credit amount), dan remark atau catatan. 

b. Menerima rekapitulasi bukti potong PPh 23 

 

Gambar 3. 87 Rekapitulasi Bukti Potong PPh 23 

Berdasarkan Gambar 3.87, terdapat rekapitulasi PPh 23 dengan contoh di 

bulan April 2024. Pada bulan April 2024, PT C melakukan sebanyak 13 

jenis transaksi jasa yang berbeda. Rekapitulasi bukti potong PPh 23 

memiliki informasi seperti nomor bukti potong, tanggal, nama penerima 

penghasilan, bruto, PPh dipotong, kode objek pajak, pasal, dan status pajak. 

Sebagai contoh, pada transaksi di bulan April 2024, terdapat nomor bukti 
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potong 2500000000000 di tanggal 29 April 2024. Nama penerima 

penghasilan atas transaksi jasa yaitu PT L, dengan nilai bruto sebesar 

Rp300.000, dan PPh yang dipotong senilai Rp6.000 (Rp300.000 x 2%). 

Transaksi ini menggunakan kode objek pajak 24-104-42, pasal yang 

dikenakan yaitu PPh 23, dan berstatus normal. 

c. Membuat rekonsiliasi PPh 23 

1. Siapkan sheets baru dengan diberi nama “Rekon Bupot PPh 23”. 

 

Gambar 3. 88 Sheets Kosong 

 

2. Copy seluruh sheets rekapitulasi bukti potong PPh 23 dan judul 

kolom dari general ledger, lalu pindahkan ke dalam sheets “Rekon 

Bupot PPh 23”. Untuk bagian yang diambil dari general ledger, 

copy judul template menjadi tiga bagian untuk biaya, hutang PPh 23 

kredit, dan hutang PPh 23 debit, sehingga tampilan sheets “Rekon 

Bupot PPh 23” akan berbentuk sebagai berikut: 
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Gambar 3. 89 Sheets Rekon Bupot PPh 23 

 

3. Pada sheets general ledger, gunakan filter pada kolom customer 

untuk mencari nama PT L sesuai dengan transaksi bulan April di 

rekapitulasi bukti potong PPh 23.  

 

Gambar 3. 90 Sheets General Ledger 

4. Setelah itu, akan muncul tampilan seperti berikut: 

 

 

Gambar 3. 91 Filter Customer 
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5. Ketik nama PT L di kolom search, lalu klik enter pada keyboard. 

 

Gambar 3. 92 Filter Customer 

6. Setelah itu, akan muncul tampilan sebagai berikut: 

 

 

Gambar 3. 93 Filter Customer 

7. Lanjutkan cara yang sama untuk memfilter kolom account name 

dengan nama akun yang berhubungan dengan “cost” untuk bagian 

biaya atau “PPh 23 payable” untuk bagian hutang kredit atau debit. 
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Gambar 3. 94 Filter Account Name 

Berdasarkan Gambar 3.94, setelah dilakukan filter account name 

dengan nama akun “cost”, terlihat PT L mempunyai transaksi jasa yang 

pencatatannya dilakukan tanggal 24 April 2024, dengan nomor voucher 

PTL04242025, dan jumlah bruto sebesar Rp300.000. Baris ini yang 

nantinya akan di-copy dan dipindahkan ke sheets rekon bupot PPh 23. 

8. Paste baris yang telah di post pada sheets general ledger, sehingga 

tampilan pada sheets “Rekon Bupot PPh 23” untuk bagian “Bupot” 

dan “Biaya” akan menampilkan tampilan sebagai berikut: 

 

 

Gambar 3. 95 Sheets Rekon Bupot PPh 23 
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9. Lakukan cara yang sama untuk mencari akun “PPh 23 payable” di 

sheets general ledger terkait dengan transaksi yang sama, sehingga 

tampilannya akan terlihat sebagai berikut: 

 

 

Gambar 3. 96 Sheets Rekon Bupot PPh 23 

Berdasarkan Gambar 3.96, terdapat dua transaksi terkait akun PPh 23 

payable, yaitu yang berada di sisi debit dan kredit. Akun PPh 23 payable 

yang berada pada sisi kredit dicatat saat perusahaan melakukan 

pembayaran atas jasa, sedangkan PPh 23 payable yang berada pada sisi 

debit dicatat saat perusahaan akan menyetorkan PPh 23 ke kas negara.  

10. Lakukan cara yang sama untuk mencocokkan data yang ada pada 

tabel bukti potong dan general ledger bagian biaya, hutang PPh 23 

debit, serta kredit. 

11. Apabila terdapat transaksi yang tidak ditemukan pada general 

ledger, maka perlu dibuat sheets baru untuk konfirmasi kepada 

pihak klien. Kasus tersebut dapat dilihat pada PT LM di transaksi ke 

dua bukti potong PPh 23. 
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Gambar 3. 97 Sheets Rekon Bupot PPh 23 

Berdasarkan Gambar 3.97, transaksi kedua bukti potong PPh 23 yang 

dilakukan oleh PT LM tidak ditemukan nilai biaya di dalam general 

ledger. Maka dari itu, transaksi tersebut perlu di-copy dan dipindahkan 

ke sheets baru untuk meminta konfirmasi ke klien. 

12. Membuat sheet baru yang diberi nama “Hasil Rekon”. 

 

Gambar 3. 98 Sheets Hasil Rekon 

13. Selanjutnya, buat tabel kesimpulan untuk mencatat nilai yang tidak 

terdapat di general ledger, sehingga tampilan akan berbentuk 

sebagai berikut: 

 

Gambar 3. 99 Sheets Hasil Rekon 

Berdasarkan Gambar 3.99, pada sheets hasil rekon, terdapat transaksi 

yang perlu dikonfirmasi ke klien karena biaya atas jasa tersebut tidak 

tercatat di Accurate. Paste transaksi PT LM yang telah di-copy ke dalam 

tabel hasil rekon. Transaksi tersebut mempunyai informasi dengan 
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nomor bukti potong 50000000000, nama penerima penghasilan PT F, 

masa pajak di bulan April, dan nilai bruto sebesar Rp315.000. 

14. Lakukan cara yang sama apabila terdapat transaksi yang tidak 

terdapat di general ledger dan perlu konfirmasi ke klien. Setelah 

pekerjaan selesai, dokumen akan diberikan kepada mentor untuk di-

review terlebih dahulu. Dokumen selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 14. 

7. PT S 

A. Rekapitulasi PPh 21 

Rekapitulasi PPh 21 merupakan proses pencatatan terkait data pemotongan serta 

penyetoran Pajak Penghasilan 21 yang dilakukan setiap bulan berdasarkan Surat 

Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21 yang telah dilaporkan. Tujuan dari membuat 

rekapitulasi PPh 21 adalah untuk cross check akun utang, pajak PPN, pajak 

keluaran, dan pajak masukan yang dicatat pada general ledger (GL), guna 

memastikan kesesuaian antara laporan pajak dan pencatatan akuntansi. Dokumen 

yang diperlukan untuk melakukan tugas ini adalah lampiran Surat Pemberitahuan 

(SPT) Masa PPh 21, bukti pembayaran pajak, dan format rekapitulasi PPh 21 yang 

didapat dari mentor. Kegiatan rekapitulasi PPh 21 dilakukan dari bulan Januari-

Desember 2024. Berikut tahapan dalam membuat rekapitulasi PPh 21 dengan 

contoh di bulan Februari 2024: 

a. Menerima lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21 

 



 

 

126 
Laporan Kerja Magang…, Martiza Febriani, Universitas Multimedia Nusantara 

 

 

 

 

Gambar 3. 100 Lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21 Halaman 

Induk 

Berdasarkan Gambar 3.100, diketahui pada Surat Pemberitahuan (SPT) 

Masa Februari 2024, mempunyai informasi sebagai berikut: 

a) Bagian Identitas Pemotong (A) memuat rincian NPWP 

0500000000000000 atas nama PT S yang beralamat di Jakarta Utara 



 

 

127 
Laporan Kerja Magang…, Martiza Febriani, Universitas Multimedia Nusantara 

 

serta memiliki nomor telepon 081000000000 dan alamat email 

pts@gmail.com.   

b) Bagian Objek Pajak (B), terdapat informasi jenis penerima 

penghasilan yang menjadi dasar pemotongan PPh 21 oleh PT S. 

Rincian informasi tersebut terdiri dari dua kategori. Pertama, 

penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, dengan kode objek 

pajak 21-100-01, memiliki jumlah penerima penghasilan sebanyak 

5 [1], dengan jumlah bruto sebesar Rp125.503.504 [2], dan jumlah 

pajak yang dipotong sebesar Rp1.945.378 [3]. Kedua, penghasilan 

yang diterima oleh bukan pegawai lainnya, dengan kode pajak 21-

100-09, memiliki jumlah penerima penghasilan sebanyak 1 [4], 

dengan jumlah bruto sebesar Rp500.000 [5], dan jumlah pajak yang 

dipotong sebesar Rp12.500 [6]. Berdasarkan informasi tersebut, 

terdapat jumlah penerima penghasilan sebanyak 33 orang, dengan 

jumlah bruto sebesar Rp126.003.504 (Rp125.503.504 + Rp500.000), 

dan jumlah pajak yang dipotong sebesar Rp1.957.878 (Rp1.945.378 + 

Rp12.500).  

c) Bagian Pernyataan dan Tanda Tangan (E), terdapat informasi 

bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) masa Februari 2024, dilaporkan 

pada tanggal 18 Maret 2024 [7]. 

b. Menerima bukti pembayaran pajak 

 

Gambar 3. 101 Bukti Pembayaran Pajak 

mailto:pts@gmail.com
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Berdasarkan Gambar 3.101, terdapat bukti pembayaran atas penerimaan 

pajak dengan informasi yang memuat tanggal bayar di tanggal 8 Maret 2024 

[8], nomor kode billing 1035000000000 nomor NPWP 0500000000000000 

atas nama PT S yang beralamat di Jakarta Utara, keterangan pembayaran 

“PPh 21 feb 2024, Jakarta Utara”, jumlah setoran sebesar Rp1.957.878, dan 

jumlah detail 1. 

 

c. Format Rekapitulasi PPh 21 

 

 

 

Gambar 3. 102 Format Rekap PPh 21 

Berdasarkan Gambar 3.102, terdapat format rekap PPh 21 yang berisi 

nomor, bulan, pegawai tetap, bukan pegawai, tenaga ahli, total, kompensasi, 

bayar, tanggal bayar, tanggal lapor, dan keterangan. Pada kolom pegawai 

tetap, bukan pegawai, tenaga ahli, dan total, masing-masing memuat rincian 

jumlah pegawai, bruto, dan pajak terutang. 
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d. Melakukan rekapitulasi PPh 21 

 

 

 

Gambar 3. 103 Rekapitulasi PPh 21 

Berdasarkan Gambar 3.103, rekapitulasi PPh 21 diisi dengan rincian sebagai 

berikut: 

1. Mengisi kolom “nomor” dengan nomor 2, sesuai dengan urutan bulan 

Februari. 

2. Mengisi kolom “bulan” dengan nama Februari. 

3. Mengisi kolom “pegawai tetap” sesuai dengan Gambar 3.98 bagian objek 

pajak (B) dengan rincian “jumlah pegawai” sebanyak 32 [1], “jumlah 

bruto” sebesar Rp125.503.504 [2], dan “jumlah pajak terutang” senilai 

Rp1.945.378 [3]. 

4. Mengisi kolom “bukan pegawai” sesuai dengan Gambar 3.98 bagian objek 

pajak (B) dengan rincian “jumlah pegawai” sebanyak 1 [4], “jumlah 
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bruto” sebesar Rp500.000 [5], dan “jumlah pajak terutang” senilai 

Rp12.500 [6]. 

5. Selanjutnya, kolom “total” akan terisi secara otomatis berdasarkan rumus 

yang telah dibuat dari bulan Januari. Berdasarkan kolom “total”, jumlah 

pegawai di bulan Februari sebanyak 33 orang (32 orang + 1 orang), dengan 

jumlah bruto sebesar Rp126.003.504 (Rp125.503.504 + Rp500.000), serta 

jumlah pajak terutang senilai Rp1.957.878 (Rp1.945.378 + Rp12.500). 

6. Pada kolom “bayar” akan terisi secara otomatis berdasarkan rumus yang 

telah dibuat dari bulan Januari dan nilainya sama dengan jumlah pajak 

terutang pada kolom “total” yaitu senilai Rp1.957.878 [7]. 

7. Mengisi kolom “tanggal bayar” sesuai dengan Gambar 3.99 yang memuat 

informasi tanggal pembayaran pajak, yaitu 3 Agustus 2024 [8]. 

8. Mengisi kolom “tanggal lapor” sesuai dengan Gambar 3.98 bagian 

pernyataan dan tanda tangan (E), yaitu tanggal 18 Maret 2024. 

e. Melakukan cara yang sama untuk bulan lainnya. 

f. Setelah pekerjaan selesai, dokumen akan diberi kepada mentor untuk 

dijadikan bahan cross check dan review. Dokumen selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 15. 

8. Bapak W 

A. Menyusun SPT Tahunan OP (Orang Pribadi) 

Menyusun SPT Tahunan OP (Orang Pribadi) merupakan proses pengisian dan 

pelaporan penghasilan serta harta yang dimiliki seseorang kepada Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP). Tujuan dari menyusun SPT Tahunan OP adalah untuk 

memenuhi kewajiban perpajakan dan melaporkan jumlah pajak terutang kepada 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dokumen yang diperlukan untuk melakukan tugas 

ini adalah file Excel lampiran SPT Tahunan OP dan PDF SPT OP yang telah di-

download dari web DJP. Kegiatan menyusun SPT Tahunan OP dilakukan untuk 1 
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tahun pajak dan wajib dilaporkan paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya. 

Berikut tahapan dalam menyusun SPT Tahunan OP: 

a. Menerima file Excel lampiran SPT Tahunan OP 

 

 

Gambar 3. 104 Lampiran Daftar Harta 

Berdasarkan Gambar 3.104, terdapat lampiran daftar harta yang dimiliki 

Bapak W sebanyak 54 item harta yang akan dilaporkan pada tahun 2024, 

dengan total nilai sebesar Rp19.018.249.797. 
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Gambar 3. 105 Lampiran II SPT Tahunan OP 

Berdasarkan Gambar 3.105, diketahui terdapat rincian informasi lampiran 

II SPT Tahunan OP, sebagai berikut: 

I. Pada bagian penghasilan yang dikenakan PPh final dan/atau 

bersifat final (A), terdapat jenis penghasilan bersifat bunga 

deposito, tabungan, diskonto SBI (Sertifikat Bank Indonesia), dan 

surat berharga negara dengan jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 

sebesar Rp4.062.071, serta PPh terutang senilai Rp812.414 

(Rp4.062.071 x 20%) [1]. Jenis penghasilan tersebut mempunyai 

tarif PPh final sebesar 20% bagi wajib pajak orang pribadi. 

Berdasarkan bagian A, jumlah bagian A untuk PPh terutang sebesar 

Rp812.414. 

II. Pada bagian harta pada akhir tahun (B), terdapat rincian harta 

yang dimiliki Bapak W sebanyak 54 item untuk dilaporkan, dengan 

jumlah harta yang dilaporkan untuk tahun 2024 sebesar 

Rp19.018.249.797 [2].  

III. Pada bagian kewajiban/utang pada akhir tahun (C), terdapat tiga 

nama pemberi pinjaman yang dilaporkan, diantaranya PT S, Bapak 
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T, dan PT M, dengan jumlah pinjaman masing-masing sebesar 

Rp250.000.000, Rp935.000.000, dan Rp2.425.077.500. Maka dari 

itu, diperoleh jumlah pada bagian C sebesar Rp3.610.077.500 

(Rp250.000.000 + Rp935.000.000 + Rp2.425.077.500) [3].  

IV. Pada bagian daftar susunan anggota keluarga (D), Bapak W 

memiliki 2 tanggungan [4], diantaranya Ibu S sebagai Istri dan K 

sebagai anak. 

 

 

Gambar 3. 106 Lampiran I SPT Tahunan OP 

Berdasarkan Gambar 3.106, diketahui terdapat rincian informasi lampiran 

I SPT Tahunan OP, sebagai berikut: 
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I. Pada bagian penghasilan neto dalam negeri lainnya (A) Bapak W 

tidak memiliki penghasilan yang tercantum dalam bagian tersebut. 

II. Pada bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak (B), 

Bapak W memiliki penghasilan dari “bagian laba anggota Perseroan 

komenditer tidak atas saham” sebesar Rp45.450.000 [5]. 

III. Pada bagian daftar pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak 

lain dan PPh yang ditanggung pemerintah (C), Bapak W 

memiliki dua bukti pemotongan PPh 21 dari PT S dengan nominal 

masing-masing sebesar Rp63.178.750 dan Rp65.503.950, sehingga 

total jumlah bagian C mencapai Rp128.682.700 (Rp63.178.750 + 

Rp65.503.950) [6]. 
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Gambar 3. 107 Lampiran Induk SPT Tahunan OP 

Berdasarkan Gambar 3.107, diketahui terdapat rincian informasi lampiran 

induk SPT Tahunan OP, sebagai berikut: 

I. Pada bagian identitas, terdapat informasi yang dimiliki Bapak W 

dengan rincian berupa NPWP 30000000000000, nama wajib pajak 

Bapak S, dengan pekerjaan sebagai karyawan swasta, KLU 

(Klasifikasi Lapangan Usaha) 0900, nomor telepon 080000000000, 

dan status kewajiban perpajakan suami isteri yaitu KK (Kepala 

Keluarga). 

II. Pada bagian penghasilan neto (A), Bapak W memiliki penghasilan 

neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan (1) senilai 

Rp678.609.132 [7], sehingga jumlah penghasilan neto (4) dan 

jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat/sumbangan 

keagamaan yang sifatnya wajib (6) akan terhubung secara otomatis 

dari rumus yang telah dibuat. 

III. Pada bagian penghasilan kena pajak (B), Bapak W dikenakan PKP 

(Penghasilan Kena Pajak) K/1, yang artinya Bapak W sudah kawin 

dan memiliki 1 tanggungan. Nilai dari PKP K/1 yaitu Rp63.000.000 

(Rp58.500.000 + Rp4.500.000) [8], sehingga nilai penghasilan kena 

pajak (7) sebesar Rp615.609.000 (Rp678.609.132 - Rp63.000.000) 

[9]. 

IV. Pada bagian PPh terutang (C), nilai PPh terutang yang dikenakan 

Bapak W sesuai dengan tarif Pasal 17 UU PPh yaitu Rp128.682.700. 

Nilai tersebut merupakan nilai yang didapat dari tarif progresif yang 
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perhitungannya dilakukan dengan cara mengelompokkan PKP ke 

dalam lapisan penghasilan sesuai ketentuan Pasal 17 UU PPh, 

sebagai berikut:  

a) Lapisan pertama: Rp0-Rp60.000.000, dikenakan tarif 5%, 

sehingga Rp60.000.000 x 5% = Rp3.000.000. 

b) Lapisan kedua: Rp60.000.000-Rp250.000.000, dikenakan tarif 

15%, sehingga Rp190.000.000 x 15% = Rp28.500.000. 

c) Lapisan ketiga: Rp250.000.000-Rp500.000.000, dikenakan tarif 

25%, sehingga Rp250.000.000 x 25% = Rp62.500.000. 

d) Lapisan keempat: Rp500.000.000-Rp5.000.000.000, dikenakan 

tarif 30%. Dikarenakan sudah terakumulasi sebesar Rp500.000.000 

(Rp60.000.000 + Rp190.000.000 + Rp250.000.000), maka sisa PKP 

yang tersisa adalah Rp115.609.000 (Rp615.609.000-

Rp500.000.000), sehingga lapisan keempat menghasilkan nilai 

sebesar Rp115.609.000 x 30% = Rp34.682.700. 

V. Berdasarkan perhitungan empat lapisan sebelumnya, maka 

diperoleh PPh terutang untuk Bapak W di tahun 2024 sebesar 

Rp128.682.700 (Rp3.000.000 + Rp28.500.000 + Rp62.500.000 + 

Rp34.682.700) [10]. 

VI. Pada bagian kredit pajak (D), baris “PPh yang dipotong/dipungut 

pihak lain/ditanggung pemerintah dan/atau kredit pajak luar” (12) 

diisi sesuai dengan jumlah bagian C di lampiran 1, yaitu 

Rp128.682.700 [11].  

VII. Selanjutnya, di bagian pernyataan, terdapat informasi pribadi Bapak 

W yang harus diisi sebagai bentuk pernyataan atas 

pertanggungjawaban SPT yang akan dilaporkan. Informasi ilustrasi 

pernyataan tersebut berisi kolom yang bertanggung jawab atas SPT 

yaitu wajib pajak, tanggal pelaporan 30 Maret 2024, nama pelapor 

Bapak W, serta NPWP bernomor 30000000000000. 
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b. Mengisi SPT Tahunan OP di file yang telah di-download dari website DJP 

berdasarkan informasi lampiran Excel. 

 

 

Gambar 3. 108 Lampiran II SPT Tahunan OP 

Berdasarkan Gambar 3.108, informasi tabel lampiran II SPT Tahunan OP 

diisi berdasarkan Gambar 3.105, sebagai berikut: 
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I. Pada bagian (A) Penghasilan yang Dikenakan PPh Final 

Dan/Atau Bersifat Final, kolom bunga deposito, tabungan, 

diskonto SBI, surat berharga negara (1) diisi senilai Rp4.062.071 

dan PPh terutang sebesar Rp812.414 (Rp4.062.071 x 20%) [1]. 

Selanjutnya, jumlah bagian A akan secara otomatis terisi senilai 

Rp812.414 dari Bunga deposito, tabungan, diskonto SBI, surat 

berharga negara (1). 

II. Pada bagian (B) Harta Pada Akhir Tahun, perlu dilakukan impor 

data atas seluruh harta yang dimiliki oleh Bapak W. Impor data ini 

dilakukan menggunakan template file excel yang di-download dari 

website DJP. 

 

Gambar 3. 109 Template File Daftar Harta 

Berdasarkan Gambar 3.109, template file daftar harta yang telah di-

download dari website DJP memiliki kolom dengan judul kode harta, nama 

harta, tahun perolehan, dan keterangan. 

III. Pindahkan data “daftar harta” pada Gambar 3.102 ke template file 

daftar harta, sehingga tampilannya akan berbentuk sebagai berikut:  

 

Gambar 3. 110 File Daftar Harta 
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IV. Klik “Impor Data” di bagian (B) Harta Pada Akhir Tahun 

menggunakan file daftar harta. Pastikan seluruh data sudah sesuai 

dan jumlah harga perolehan adalah sebesar Rp19.018.249.798 [2]. 

V. ada bagian (C) Kewajiban Pada Akhir Tahun, isi sesuai dengan 

informasi Gambar 3.103 yang mempunyai jumlah total pinjaman 

sebesar Rp3.610.077.500 dari tiga pemberi pinjaman [3]. 

VI. Pada bagian (D) Daftar Susunan Anggota Keluarga, isi sesuai 

dengan informasi Gambar 3.105 yang menunjukkan wajib pajak 

menanggung 2 anggota keluarga yaitu istri dan anak [4]. 

 

 

Gambar 3. 111 File Daftar Harta 
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Berdasarkan Gambar 3.111, informasi tabel lampiran II SPT Tahunan OP 

diisi berdasarkan Gambar 3.106, sebagai berikut: 

I. Pada bagian (A) Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya, tidak 

perlu diisi karena wajib pajak tidak memiliki penghasilan dari 

kategori tersebut. 

II. Pada bagian (B) Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak, 

hanya kolom “bagian laba anggota perseroan komanditer tidak atas 

saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi” yang diisi, 

sehingga jumlah bagian (B) adalah sebesar Rp45.450.000 [5]. 

III. Pada bagian (C) Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh Oleh 

Pihak Lain dan PPh yang Ditanggung Pemerintah, terdapat 

jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp128.682.700 (Rp63.178.750 + 

Rp65.503.950) [6] dari satu pemotong pajak. 
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Gambar 3. 112 Lampiran Induk SPT Tahunan OP 

Berdasarkan Gambar 3.112, informasi tabel lampiran II SPT Tahunan OP 

diisi berdasarkan Gambar 3.107, sebagai berikut: 

I. Pada bagian (A) Penghasilan Neto, kolom “Penghasilan Neto 

Dalam Negeri Sehubungan Dengan Pekerjaan” diisi sebesar 

Rp678.609.132 [7], sehingga “Jumlah Penghasilan Neto” dan 

“Jumlah Penghasilan Neto Setelah Pengurangan Zakat/Sumbangan 

Keagamaan yang Sifatnya Wajib” secara otomatis tetap sebesar 

Rp678.609.132. 

II. Pada bagian (B) Penghasilan Kena Pajak, kolom “Penghasilan 

Tidak Kena Pajak” akan secara otomatis menampilkan nilai sebesar 

Rp63.000.000 [8] apabila memilih K/1. Dalam kasus Bapak W, 

karena istri mempunyai NPWP sendiri, maka pada saat saat 

pelaporan SPT, Bapak W menggunakan PTKP K/1, yang berarti 

sudah kawin dan memiliki tanggungan 1 (anak). Selanjutnya, kolom 

“Penghasilan Kena Pajak” akan secara otomatis terisi sebesar 

Rp615.609.000 (Rp678.609.132 - Rp63.000.000) [9]. 

III. Pada bagian (C) PPh Terutang, kolom “PPh Terutang” dan 

“Jumlah PPh Terutang” akan secara otomatis terisi senilai 

Rp128.682.700, sesuai dengan penjelasan pada Gambar 3.105 [10]. 

IV. Pada bagian (D) Kredit Pajak, kolom “PPh yang 

Dipotong/Dipungut Pihak Lain/Ditanggung Pemerintah Dan/Atau 

Kredit Pajak Luar” akan secara otomatis terisi sebesar 

Rp128.682.700 [11]. 

V. Setelah semua bagian terisi, lakukan cross check dengan mentor 

sebelum klik “Selesai”. 
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VI. Selanjutnya, pada bagian tanggal di pernyataan, isi dengan tanggal 

27 Maret 2025 [12] atau pada hari SPT akan dilaporkan. Setelah itu, 

klik “Selesai” untuk mendapatkan kode verifikasi. 

 

Gambar 3. 113 Lampiran Induk SPT Tahunan OP 

Berdasarkan Gambar 3.113, pada lampiran verifikasi, bagian “unggah 

lampiran” [13] di-upload menggunakan file bukti potong A1 dan 

memasukkan kode verifikasi yang telah dikirim lewat email. Setelah itu, 

klik “Submit” [14]. 

c. Setelah pekerjaan selesai dilakukan, dokumen yang telah di-submit akan 

dicetak satu persatu dan dikumpulkan menjadi 1 dokumen sebagai lampiran 

cadangan yang akan dikasih untuk mentor. Dokumen selengkapnya dapat 

dilihat di Lampiran 16. 

3.3 Kendala yang Ditemukan 

Selama pelaksanaan magang, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu: 

1. Software Accurate yang sering sulit dibuka dan mengalami error, sehingga 

menghambat kelancaran pekerjaan. 
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2. Sering ditemukan nomor invoice yang sama (double invoice) selama proses 

entri pada software Accurate. 

3.4 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

Solusi atas kendala yang dihadapi selama magang yaitu: 

1. Solusi dari kendala pertama yaitu menunggu hingga software Accurate 

dapat merespon perintah yang dipilih sebelumnya dan menghindari data 

yang tidak tersimpan. 

2. Solusi dari kendala kedua yaitu berkonsultasi dengan mentor, sehingga 

nomor invoice yang terduplikasi dapat dimodifikasi sesuai arahan untuk 

menghindari kesalahan data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


